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ABSTRAK

ABSTRAK. Mardin La Ambo. NPM. 151801039. “Implementasi
Keterbukaan Informasi Di Polres Kota Baubau Dalam Mewujudkan Transformasi
Polri Presisi. Pembimbing I, Ansar Suherman, S.IP., M.l.Kom. Pembimbing II,
M. Rizal Ardiansah Putra, S.Kom., M.l.Kom. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana pelakasanaan implementasi keterbukan informasi di Polres
kota Baubau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui imnplementasi
keterbukaan informasi di Polres Baubau. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif guna menggambarkan model implementasi kebijakan George
Edward I1l. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara
sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dan
bukan angka-angka statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang
akan menyajikan data dan fenomena-fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan
oleh peneliti dilapangan. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi, seperti Komunikasi, sumberdaya,
disposisi, dan Struktur birokrasi cukup memuaskan, namun faktor sumberdaya
terkendala oleh kurangnya personel di bagian Humas yang bertanggung jawab
melaksanakan kebijakan tersebut, lebih dari itu mutasi atau pemindahan personel
harusnya bisa lebih lama karena personel yang baru harus perlu menyesuaikan diri
dengan tugas dan fungsi. Meskipun jumlah staf yang kurang memadai dan
masalah pemindahan atau mutasi, implementor memaksimalkan menjalankan
kebijakan tersebut yaitu mampu memaksimalkan pelayanan dan penyebaran
informasi di masyarakat. Ini adalah salah satu hal yang akan membantu
keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi yang di jalankan oleh Polres
Kota Baubau.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Polres
Kota Baubau
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
membantu menegakan hukum, ketertiban, melindungi masyarakat, pengayoman
dan memberi pelayanan bagi masyarakat. Sebelum dihadapkan pada hakim dan
jaksa, polisi di garda terdepan dalam penegakan hukum. Aparatur Kepolisian
Negara Republik Indonesia selalu bertindak sesuai dengan hukum, dengan
memperhatikan prinsip-prinsip agama, moralitas, dan menghormati hak asasi
manusia (Tolan, 2017).

Adapun Ketidak percayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadikan
rusaknya citra kepolisian di mata masyarakat, ketidak percayaan masyarakat akan
kinerja kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus yang sekarang lagi maraknya
di media baik di media massa tv, radio, maupun media online seperti youtube,
instagram, dll.

Kepolisia Negara Republik ndonesia (Polri) yang merupakan singkatan dari
Prediktif, Responsibilitas, dan transparansi yang adil, akan mengembangkan
kepemimpinannya dari tahun 2021 hingga 2024 dengan tagline “Transformasi
Polri Presisi”. Ide ini merupakan pengembangan dari promotor polisi (
Profesional, modern, dan dapat diandalkan), yang digunakan di era sebelunya dan
menggunakan strategi pemolisian yang berorientasi pada masalah (Detiknews,
2021).

Dalam kepemimpinan polri presisi, sebagaimana penulis mengutip dilaman



(Detiknews, 2021) ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian
prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan
pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.
Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan
pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan bhayangkara mampu
melaksanakan tugas polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan,
bertanggung jawab, dan berkeadilan, Yang salah satu Program Kapolri yang
tergambar dalam Road Map Transformasi-Transformasi Pelayanan Publik
(Transforming Public Service) tentang pemantapan Komunikasi publik, termasuk
kemitraan dengan berbagai pihak, layanan hubungan media, penguatan kapasitas
sumber daya komunikasin publik.

Sejak 30 April 2010, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang
mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang juga dikenal dengan UU
KIP telah berlaku. Baik penyelenggaraan badan Publik maupun masyarakat luas
memiliki andil yang sangat signifikan dalam pengesahan UU KIP. Menurut Pasal
28 F UUD 1945, setiap orang memiliki kebebasan untuk Mencari, memperoleh,
memegang, dan menyimpan ilmu pengetahuan dengan segala cara dalam rangka
membangaun lingkungan pribadi dan sosialnya. Indonesia telah memiliki
Undang-Undang Yang mengatur tentang informasi publik, sebagai mana tertuang
dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
Publik, untuk menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh informasi

(Yogyakarta, 2021),(Astuti, 2016).



Kebebasan memperoleh informasi publik (public access to information)
menjadi kebutuhan bagi semua elemen masyarakat karena menjadi salah satu
prasyarat dan pondasi untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open
government) dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Unsur komunikasi yang turut menjadi faktor penentu keberhasilan
dalam mencapai tujuan pembangunan adalah pelaku komu-nikasi baik dari unsur
pemerintah lokal maupun masyarakat. Keterbukaan informasi menurut Pratama
adalah bahwa informasi dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun
serta dapat diserbar luaskan oleh siapapun, untuk kepentingan bersama.
Keterbukaan informasi adalah modal utama untuk terciptanya kebebasan
informasi apabila tidak adanya keterbukaan informasi, maka akan mustahil untuk
dapat tercipta kondisi dimana terwujudnya kebebasan informasi (Rahmani, 2021),
(Sjoraida, 2015),(Suherman & Buton, 2018).

Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian
dengan judul “Implementasi Keterbukaan Informasi Di Polres Kota BauBau

Dalam Mewujudkan Tranformasi Polri Presisi”



B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki perumusan masalah yakni: Bagaimana pelaksanaan

Implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penilitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana Polres Kota Baubau dalam pelaksanaan

Implementasi keterbukaan Informasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan Praktis
Yaitu:
1) Manfaat Teoritis
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan pengetahuan tentang
topik-topik yang berkaitan dengan kehumasan dan untuk menarik minat mereka
yang tertarik untuk melakukan penelitian tambahan sehingga temuan tersebut
dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan teori dibidang Ilmu
Komunikasi dimasa-masa mendatang.
2) Manfaat Praktis
a. Bagi penulis di harapkan penilitian ini dapat memberikan
pengetahuan tentang Implementasi tentang keterbukaan informasi
yang di lakukan oleh Polres Kota Baubau.
b. Dapat memerikan masukan kepada lembaga kepolisian Polres Kota

Baubau dalam berinovasi denga Metode-metode Keterbukaan



Informasi Publik untuk mengembangkan Aspek-Aspek dalam
Implementasi keterbukaan Informasi.

Penilitian ini di harapkan bisa menjadi sumber yang akurat dalam
memberikan informaasi dan rekomendasi bagi Polres Kota Baubau
dalam mejamin keterbukaan Informasi Publik dan juga dapat
menjadi bahan ajaran bagi penulis, Pihak Polres Kota Baubau, dan

Khusunya Masyarakat luas.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dalam siklus proses berkelanjutan dari
suatu kebijakan Publik. Pada prinsipnya Implementasi Kebijakan merupakan
mekanisme suatu kebijakan untuk Mencapai tujuannya. Rencana adalah dimana
20% mengendalikan implemetasi, keberhasilan 20% serta Implementasi 60%.
Oleh karena itu, menjadi tantangan untuk menerapkan kebijakan karena ada
masalah di lapangan yang tidak ada dalam konsep tersebut. Repley dan Franklin
menyatakan bahwa Implementasi memiliki otoritas program, kebijakan,
keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata stelah Undang-Undang
ditetapkan (Prabowo, 2014).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun pada kenyataannya, implementasi
kebijakan oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Gejala tersebut dinamakan Implementation Gap merupakan suatu keadaan dimana
dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antar
yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang
nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan tersebut
(Suparman et al., 2019).

Menurut Guntur Setiawan (Ama, 2021), dalam buku Birokrasi

pembangunan, Implementasi membutuhkan jaringan Implementasi dan Birokrasi



yang efektif, yang merupakan pertumbuhan aktivitas yang mengubah proses
interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.

Model implementasi yang dipaparkan oleh George C. Edward I,
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat hal (Indah & Hariyanti, 2018),
yakni:

1. Komunikasi

Pelaksana harus menyadari apa yang harus dicapai agar Implementasi
berhasil, kelompok sasaran harus diberitahu agar tujuan dan sasaran kebijakan
untuk mengurangi distorsi Implementasi. Resistensi kelompok sasaran
kemungkinan akan muncul jika maksud dan tujuan suatu kebijakan tidak jelas
atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah disajikan secara konsisten dan jelas, jika
pelaksana kekurangan sumber daya untuk mempraktekanya, implementasi tidak
akan berhasil. Sumber daya tersbut dapat berupa sumber daya keuangan maupun
sumber daya manusia, khususnya keterampilan pelaksana. Agar suatu kebijakan
dapat diimplementasikan secara efektif, sumerdaya sangat penting. Dokumen

kebijakan haya ada diatas kertas tanpa adanya sumber daya.

3. Disposisi
Disposisi adalah kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaksana,
antara lain dedikasi, integritas, dan sikap demokratis. Disposisi positif akan
membantu implementor melaksanakan kebijakan seefektif yang dimaksudkan

oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi suatu kibijakan juga akan menjadi



tidak produktif jika implementor memiliki sikap atau sudut pandang berbeda
dengan pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki
pengaruh yang besar terhadap bagaimana kebijakan itu dijalankan. Keberadaan
prosedur operasi standar (SOP) adalah salah satu elemen struktur paling penting
dalam suatu badan publik. SOP adalah seperangkat instruksi untuk semua
implementor. Teori berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai
cara untuk mencari data penelitian. Keempat hal tersebut di atas dapat dijadikan
pedoman wawancara.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting
dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Adi, Tarwiyah (Zubaidah, 2021), yaitu:

a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;

b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan
diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan
atau peningkatan;

c.  Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari
proses implementasi tersebut.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah
proses menerapkan konsep, prosedur, atau serangkaian tindakan baru kedalam
tindakan dengan harapan orang lain akan menerimanya dan membuat

penyesuaian yang diperlukan dalam keompok untuk menciptakan tujuan yang



dapat dicapai dengan bantuan jaringan pelaksana yang andal.

2. Keterbukaan Informasi

Akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik merupakan syarat
reformasi yang ditandai dengan tuntutan good governance dalam setiap proses
kebijakan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun
2008 disahkan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut. Keberadaan Undng-
Undang ini menandai titik balik yang signifikan dalam evolusi demokrasi
Indonesia (Astuti, 2016).

Salah satu prinsip demokrasi, kebebasan berekspresi, transparansi dan
pemerintah yang baik adalah ketersediaan informasi publik. Hak masyarakat
dijamin oleh undang-undang dan salah satu upaya penegakan hak asasi manusia
(HAM) adalah penetapan kenujakan keterbukaan informasi publik. Dari pada itu
masyarakat juga dapat mengetahui seberapa cepat kinerja pemerintah berkat
keterbukaan informasi. Akibatnya, setiap Lembaga badan publik harus memiliki
petugas untuk memberikan pelayanan publik di bidang informasi. Tanggung
jawab utama petugas komunikasi dan informasi ini di tingkat nasional, provinsi
dan lokal diatur oleh Undang-Undang No0.14/2008 tentang keterbukaan informasi
publik. Setiap badan publik diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan
kebijakan KIP guna mencapai tujuan Undang-Undang itu sendiri (Indah &
Hariyanti, 2018).

Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik Masyarakat berhak
menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang

dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.



Pengalaman dalam kehidupan seharihari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau
kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar
(Setiaman et al., 2013).

Assegaf dan khatarina, informasi dikatakan informasi publik jika bukan
milik negara melainkan milik masyarakat dan dikelolah oleh negara selain
informasi tentang seseorang atau badan hukum privat. Dapat disimpulkan bahwa
informasi publik merupakan salah satu komponen penyelenggaraan negara dengan
melihat beberapa defenisi tersebut. Dengan bantuan informasi publik, pemerintah
dapat membantu masyarakat umum memahami dan mengkomunikasikan
informasi tentang pengelolaan negara sseperti pilihan atau kebijakan publik..

3. Polri Presisi

Polisi yang profesional menurut masyarakat adalah mereka yang mampu
memberikan nasehat, dukungan, dan rasa aman kepada masyarakat dan tidak
mempersulit masyarakat ketika meminta bantuan, melainkan menyambut dengan
ramah (Nusantara, 2021).

Ditekankan dalam kepemimpinan Polri betapa pentingnya pendekatan
prediktif policing agar Polri dapat mengukur tingkat keparahan gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan
pengetahuan, data, dan metode yang sesuai sehingga dapat dihindari sesegera
mungkin. Metode pemolisian prediktif menekankan bahwa setiap insan
bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara tepat waktu, akurat,
tanggap, humanis, transparan, akuntabel, dan adil. Untuk mempercepat transisi

kepemimpinan (Harkrisnowo, 2020).
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Dengan bertindak sebagai penegak hukum yang tegas dengan tetap menjaga
penampilan sebagai polisi sipil, profesionalisme Polri dapat dimaknai sebagai
peningkatan kualitas sumber daya manusia perusahaan. Petugas Polisi yang
menjaga martabat manusia saat melakukan pekerjaan mereka, mampu
melakukannya tanpa kekerasan, terbuka untuk mendengarkan, dan untuk

mengidentifikasi akar masalah sosialah dianggap polisi sipil (Nusantara, 2021).

4. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian
sebelumnya yang telah dilakukan sebagai sumber perbandingan serta kajian.
Dalam penelitian terdahulu pula diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan
antara penelitan sebelumnya serta penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu
pula digunakan sebagai perbandingan dalam mencari kekurangan serta kelebihan
antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil-hasil
penelitian terdahulu yang dicantumkan adalah sebagai berikut.

a. Herda Astuti melakuakan penelitian pada tahun 2016 judul dokumenya adalah
“Pelaksanaan Keterbukaan Informasin (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2011-2015”. Isu sentral penelitian ini adalah bagaimana keterbukaan
informasi dilaksanakan di kabupaten meranti antar tahun 2011 hingga 2015.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif tertentu. Dari temuan
penyelidikanya, kesimpulan tentang penelitian ini dapat di Tarik.: 1.
Sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum telah
berjalan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran Humas Setda
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Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) belum. Semuanya masih bisa berjalan sesuai rencana,
meski ada sejumlah tantangan terkait personel, fasilitas, dan anggaran
sepanjang pelaksanaannya. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 21
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjelaskan tata
cara dan tugas menjadi faktor pendukung lainnya. 2. Masih terdapat sejumlah
hambatan dalam pelaksanaan aturan Ketrbukaan Informasi Publik di
Kabupaten Meranti, hambatan tersebut terkait dengan komunikasi, sumber
daya ( manusia dan keuangan), disposisi, dan struktur birokrasi.

. Tiara Indah melakuakan penelitian pada tahun 2018 judul dokumenya adalah
“Implementasi kebijakan keterbukaan infprmasi publik pada dinas kominfo
kota tasikmalaya”. Penelitian ini memiliki rumuasan masalah yaitu: 1.
Bagaimana dinas kominfo dan informatika kota tasikmalaya menjalankan
keterbukaan informasi? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif
tertentu. Dari temuan penyelidikanya, kesimpulan tentang penelitian ini dapat
di Tarik 1. Komunikasi diutamakan. Menurut pengamatan dan analisis
peneliti, telah terjadi komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan
pelaksana di Tasikmalaya, serta antara pelaksana dan media lokal. Dalam
skenario ini, penyebaran informasi, belum ada komunikasi yang cukup antara
pelaksana dan masyarakat umum. Masyarakat sebaiknya menghubungi pihak
kelurahan atau kecamatan untuk mendapatkan informasi yang lengkap karena

materi yang ada di media dirasa kurang sesuai dengan tuntutan mereka.

12



C.

berdasarkan masyarakat yang menjadi informan penelitian. Berkat adanya
program KIM, dimana petugas sebagai pelaksana langsung berkomunikasi
dengan pengelola KIM untuk menginformasikan jika ada kebijakan baru,
maka pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di tingkat kecamatan
dan kelurahan Kota Tasikmalaya dapat memenuhi informasi kebutuhan jika
ada kebijakan baru. Masyarakat langsung mendatangi pemerintah kecamatan
atau desa untuk mendapatkan informasi publik. 2. Komponen sumber daya
implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh
petugas bagian pelayanan informasi publik belum sepenuhnya terpenuhi,
mulai dari jumlah pegawai hingga fasilitas yang mendukung kinerja petugas.
Selain itu, tidak adanya komponen ini dapat mengakibatkan masalah seperti
hasil penelitian sebelumnya. Namun, seperti yang terlihat dari informasi yang
sering diperbarui di media sosial yang dikelola, polisi terus menjalankan
tanggung jawab mereka seefektif mungkin. 3. Dalam menerapkan kebijakan
keterbukaan informasi publik, divisi layanan informasi publik telah
melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memenuhi persyaratan disposisi.
Petugas sudah dibekali dengan pola pikir yang dapat berkontribusi dalam
penciptaan dan penerapan kebijakan yang luar biasa. 4. struktur birokrasi.
Adanya SOP dan koordinasi yang dilakukan petugas dalam implementasi
aturan keterbukaan informasi publik sudah memadai untuk memenubhi
persyaratan komponen struktural birokrasi sebagaimana dikemukakan
Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan.

Muhammad Rizqi Rahmani melakuakan penelitian pada tahun 2020 judul
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dokumenya adalah “Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik
pada badan publik sektor sumber daya alam di Provinsii Kalimantan Timur”
Penelitian ini memiliki perumusan masalah seabagi berikut: akan membahas
perbandingan dan analisis undang-undang keterbukaan informasi publik pada
Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya
Mineral di Provinsi Kalimantan Timur. Metodologi penelitian komparatif
digunakan, di mana data naratif dikumpulkan dan diperiksa bersama dengan
pengetahuan mendalam tentang isu atau masalah yang sedang diselesaikan.
Dalam penelitian ini dapat di simpulkan daari hasil penelitiannya adalah:
Meskipun Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perkebunan
telah menerapkan layanan keterbukaan informasi publik, namun operasional
mereka masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan keterbukaan
informasi publik dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi.
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BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah
disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif.
Metode yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki
dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Astuti, 2016).

B. Definisi Operasional
Definisi operasional yang digunakan oleh peneliti konsisten dengan

penyelidikan menyeluruh dan pemahaman definisi dan makna dari konsep yang
digunakan dalam penelitian ini. Dari model implementasi di atas terlihat jelas
bahwa setiap implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang melibatkan
beberapa interaksi dan faktor.

Empat hal yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan,
menurut model implementasi George C. Edward Il yang diterapkan dalam
penelitian ini (Indah & Hariyanti, 2018), yakni:

1. Komunikasi

Pelaksana kebijakan harus menyadari apa yang harus dicapai agar
implementasi berhasil. Kelompok sasaran harus diberitahu tentang tujuan dan
sasaran kebijakan untuk mengurangi distorsi implementasi. Oposisi kelompok

sasaran kemungkinan akan muncul jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak
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jelas bagi mereka atau bahkan tidak mereka ketahui.
2. Sumber daya
Meskipun isi kebijakan telah disajikan secara konsisten dan jelas, jika
pelaksana kekurangan sumber daya untuk mempraktekkannya, implementasi tidak
akan berhasil. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya keuangan maupun
sumber daya manusia, khususnya keterampilan pelaksana. Agar suatu kebijakan
dapat diimplementasikan secara efektif, sumber daya sangat penting. Dokumen
kebijakan hanya akan ada di atas kertas tanpa adanya sumber daya.
3. Disposisi
Disposisi adalah kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaksana,
antara lain dedikasi, integritas, dan sikap demokratis. Disposisi positif akan
membantu implementor melaksanakan kebijakan seefektif yang dimaksudkan
oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi suatu kebijakan juga akan menjadi
tidak produktif jika implementor memiliki sikap atau sudut pandang yang berbeda
dengan pembuat kebijakan.
4. Struktur birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki pengaruh
yang besar terhadap bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Keberadaan
prosedur operasi standar adalah salah satu elemen struktural paling penting dari
setiap perusahaan (SOP). SOP adalah seperangkat instruksi untuk semua aktor.
Teori berfungsi sebagai panduan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai
cara untuk mencari data penelitian, keempat hal tersebut di atas dapat dijadikan

pedoman wawancara.
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Keterbukaan informasi publik yang di maksud dalam penelitian ini adalah
informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11
UU KIP. Informasi ini wajib dan rutin disediakan badan publik. Namun untuk
memperolehnya harus dengan mengajukan permintaan yang termasuk dalam
kategori informasi ini antara lain: daftar seluruh informasi dalam penguasaan
badan publik; keputusan badan publik dan pertimbangannya; kebijakan badan
publik dan dokumen pendukungnya; rencna proyek dan anggaran tahunannya;
perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi dalam pertemuan yang
bersifat terbuka untuk umum; prosedur kerja yang berkaitan drngan lyanan publik;
laporan layanan akses informasi dan informasi lain yang telah di nyatakan terbuka
untuk diakses publik bersaarkan putusan sengketa informasi publik
(Febriananingsih, 2012).

C. Sumber Data
Sumber data yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini dikelompokkan

dalam dua jenis yaitu;
1. Jenis Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dihasilkan atau didapatkan dari
pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada informan dilapangan selama
penelitian berlangsung. Sumber data primer pada peneltian ini berasal dari IPTU.
Abdul Rakhmad (Kepala seksi Humas), AIPDA. Jumadil Hadis, S.H (Kepala sub
seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Multimedia atau PIDM) dan
Brigadir. Agus Faisal (Bintara administrasi penerangan masyarakat atau Bamin

Penmas).
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2. Jenis Data Sekunder
Sumber data sekunder dihasilkan atau didapatkan dari study perpustakaan,
literatur internet, publikasi yang bersifat terdiri dari teori, kajian-kajian yang

mendukung penelitian dan bersifat penting dalam penyusunan penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data berikut digunakan oleh penulis dalam meneliti ini untuk
mengumpulkan data primer dan sekunder dari literatur, catatan instansi pemerinta,

dan observasi lapangan adalah sebagai berikut:

a. Landasan teoritis untuk studi diperoleh dengan studi kepustakaan, yang
dilakukan dengan berkonsultasi dengan buku, artikel ilmiah, literatur, dan
temuan studi sebelumnya yang relevan dengan masalah yang sedang
dieksplorasi.

b. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, penelitian lapangan
dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian.

c. Wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan

permasalahan yang diangkat dalam desain penelitian ini. (Astuti, 2016).

E. Teknik analisis data
Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah
dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif,

Menurut Sugiyono, analisis deskriptif berusaha mengumpulkan dan
menyampaikan informasi secara menyeluruh dan ringkas. Studi deskriptif harus

menyeluruh dan bebas dari informasi yang tidak perlu dengan menyoroti
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pentingnya setiap poin. Dengan perspektif baru tentang interaksi antara teori dan
observasi, pendekatan penelitian kualitatif menjadi signifikan dalam gagasan
"penelitian yang membumi” Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif
terhadap semua data yang terkumpul, yang diharapkan secara deskriptif hasil
penelitian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Metode langsung dan
pendekatan analisis kualitatif akan digunakan dari sudut pandang proses
pemecahan masalah untuk mengidentifikasi sejumlah variabel pendukung dan

hambatan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan (Astuti, 2016).

F. Tempat dan Jadwal penelitian
1. Tempat Penelitian

Untuk tempat penelitian akan dilakukan ini di Polres kota Baubau, yang
terletak di JI. Kelapa, Kel. Wangkanapi, Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
93717.

2. Jadwal Penelitian

Sedangkan proses penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat
selesai yang dimulai dari survey awal, penyusunan proposal sampai selesai
melakukan penelitian dan penyusunan hasil penelitian.

Tabel 1. Jadwal dan tahapan penelitian

Waktu (Bulan/Minggu)

Februari Maret Juni

No Jenis Kegiatan 2021 2022 2022

112 |3|4(1|2 (3|4 |1 |2 |3 |4

1 Observasi Awal

2 Penyusunan Proposal

3 | Bimbingan Proposal
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BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lingkup Polres Kota Baubau yang terletak di JI.

Kelapa, Kel. Wangkanapi, Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara 93717.

1. Polres Kota Baubau

Sejarah Sebelum Menjadi Polres Baubau

Tahun 1955 sampai dengan 1968 Polres Baubau masih disebut Komres 1853
Buton dimana Komresnya berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 10
Polsek dan satuan atasnya adalah Komda Sulselra berkedudukan di Makassar.
Tahun 1968 sampai dengan 1983 Polres Baubau menjadi Kores 1453 Buton
dimana Koresnya berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 20 Polsek dan
satuan atasnya Kodak X1V Sulselra dan berkedudukan di Makassar.

Tahun 1983 sampai dengan 2005 Polres Baubau menjadi Polres Buton dan
berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 25 Polsek dan satuan atasnya
adalah Polda Sulselra dan Polres Buton bergabung ke Polda Sultra setelah
terbentuk pada tahun 1996. Tahun 2005 sampai dengan sekarang Polres Buton
menjadi Polres Baubau dan dengan adanya pemekaran di wilayah Kab. Buton
menjadi 3 Kabupaten dan 1 kota yakni Kota Baubau, Kab. Buton, Kab. Wakatobi
dan Kab. Bombana. Berdasarkan surat keputusan Kapolri Polres Buton dipecah
menjadi 4 Polres masing-masing Polres Baubau yang berkedudukan di Kota

Baubau, Polres Buton berkedudukan di Pasarwajo, Polres Wakatobi
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berkedudukan di Wanci dan Polres Bombana berkedudukan di Rumbia.

Polres Baubau membawahi 13 Polsek masing-masing 4 Polsek di Kota

Baubau dan 9 Polsek berada di Kab. Buton, hal ini terkait dengan letak wilayah

Penegakkan Kamtibmas.

Visi dan Misi Polres Baubau

1. Visi:

Mengacu pada visi Polda Sultra maka visi Polres Baubau adalah: “Terwujudnya

personel Polres Baubau yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat

guna mendukung terciptanya wilayah hukum Polres Baubau yang mandiri,

berkepribadian dan berdaya saing dengan berlandaskan semangat gotong royong.”
2. Misi :

mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building) dengan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui
konsep “Polres Besar-Polsek Kuat.”

mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Baubau
yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi
hak asasi manusia;

meningkatkan motivasi dan mengusulkan peningkatan kesejahteraan
personel Polri (well motivated dan welfare);

mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini
dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif;

mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan
pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas
serta  membangun sinergi  polisional yang proaktif dengan
instansi/lembaga;

mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi
HAM dan anti KKN;

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran

berlalulintas; mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di
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N

1.
2.

kawasan perairan laut untuk mendukung visi pembangunan wilayah
kemaritiman;

mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara
berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional), yang
didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan
kinerja Polri;

mewujudkan anggota Polres Baubau yang kompeten dengan
mengikutsertakan dalam diklat kecakapan kecabangan profesi;
mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk
memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini
krimiminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan

keamanan.

Geografi

Batas wilayah
Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Muna
Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Buton
Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Muna
Luas wilkum Polres Baubau 1.508,31 Km?

Kota Baubau ;261,25 Km?
Kab. Buton Tengah : 1.208,46 Km?
Kab. Buton Selatan  :  38.60 Km®
Demografi

Jumlah Wilkum Polres Baubau 298.660 Jiwa

Kota Baubau : 160.331 Jiwa

Kab. Buton Tengah :114.314 Jiwa

Kab. Buton Selatan : 24.035 Jiwa
Komposisi penduduk Wilkum Polres Baubau.

Buton 67%

Muna 16%
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Bugis 5%
Makasar 4%
Jawa 3%
Tator 1%
Moronene 1%
Bali 1%
Ambon 1%
10. Cina 1%

© © N o U &~ w
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B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu
personel kepolisian yang bertugas dibagian Humas Polres Kota Baubau mengenai
implentasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau. Peneliti telah melakukan
wawancara pada tanggal 25-27 April dan tanggal 22 juni 2022, dengan jumlah
informan sebanyak 3 orang yang masing-masing terdiri dari: Kepala seksi Humas,
Kasubsi PIDM, dan Bamin PENMAS, peneliti memeberikan masing-masing
informan dengan beberapa pertanyaan mengenai implementasi keterbukaan
informasi di Polres Kota Baubau. Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan

maka pembahasan penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut.

Hasil Penelitian

1.1 Pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota
Baubau.
Peneliti mengkategorikan hasil penelitian terkait Implementasi keterbukaan

Informasi menjadi empat poin sesuai dengan model Implementasi kebijakan oleh
George C. Edwar Il yang ditemukan dalam hasil wawancara adalah sebagai

berikut.

a. Komunikasi

Dalam hal ini pembuat kebijakan harus mengkomunikasikan kebijkannya
dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para implementor agar para
implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi
kebijakan tersebut.

Komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dan implementor di

Polres kota Baubau dapat dilihat dari pendapat responden berikut ini IPTU. Abdul
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Rakhmad:

“Saya kira itu sudah sudah sangat logis la sangat bagus la Saya kira kalau
pimpinan dan bawahan di mana pun yang kita berusaha termasuk bawahan kita
harus loyalitas dan respek kepada pimpinan begitupun pimpinan lya bisa
memahami apa yang dari bawahan tentunyanya semuanya Demi kemajuan
institusi Polri khususnya Polres bau-bau saya yakin sebagai pimpinan yang baik
ada dua arah Ya baik dari pimpinan kebawahan bawah kepimpinan supaya bisa
kita sukses bisa berjalan dengan baik saya kira begitu” (wawancara, 25 April
2022).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Jumadil Hadis, S.H selaku Kasubsi
PIDM:

“kan kalau untuk secara herarki atau secara HTCK (hubungan tata cara
kerja) itu biasanya kalau di humas itu ada struktur organisasi kita di bawah
kapolres langsung kalau yang dulunya memang masi di bawah bag ops tapi
skarang sudah tidak bisa nanti di cek saja dia punya ee tentang struktur
organisasi, ya kalau memang ada seperti itu tentang bagai mana komunikasinya
kami langsung dari kapolres ke kasi humas apa bila ada informasi yang di
butuhkan biasanya itu masyarakat menanyakan pak ada perkembangan kasus ini
kami melapor dulu kalu seandainya kaya wartawan to kalau seandainya beliau

ingin menyamapaikan secara langsung bisa atau bisa malalui perwakilan humas
sendiri kasi humas” (wawancara, 25 April 2002).

Dari hasil penuturan di atas seksi Humas telah banyak berkomuikasi dengan
para pengambil keputusan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi. yaitu harus
terjalin komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan dimana bawahan harus
selalu menghargai pimpinan maupun sebaliknya, dan selalu membuka komunikasi
dengan masyarakat maupun wartawan tentang informasi dari suatu perkembangan

kasus yang sedang ditangani mau mengenai hal yang lain..

Selain itu juga peneliti memberikan pertanyaan kepada Agus Faisal sebagai
Bamin PENMAS mengenai media sosial apa saja yang digunakan Polres Kota

Baubau sebagai sarana dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat:
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“kalau media sosial itu ada Instagram, facebook twiter sama youtube kalau
website untuk secara umum ada tapi kalau humas tidak ada. Hanya secara umum
polres baubau, tapi kalau untuk website kita juga punya alat menginformasikan
kepada masyarakat melalui berita online yang biasa kita sebut tribrata news.
Tribrata news kita miliki di sini memiliki link
tribratanewsbaubau.sultra.polri.go.id itu di situ kita fungsikan memberitakan
dalam bentuk berita online tentang kegiatan kegiatan kepolisian ataupun
pengungkapan kasus, itu dalam bentuk berita online jad dia bahasanya bahas
berita itu jadi sma dengan berita berita media online lainya” (wawancara, 25
April 2022).

Dari pendapat di atas menunjukan bahwa Komunikasi juga dilakukan antara
Humas dan masyarakat dengan menggunakan media yang ada, termasuk media
baru seperi Facebook, Instagram, twiter, dan youtube. Selain itu media elektronik
dan cetak lokal kota Baubau. Pemilihan media didasari pada audiens. Dengan
menggunakan media sosial dan media massa diharapkan dapat mencapai audiens
sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang masyarakat cenderung menggunakan
media sosial sebagai sarana komunikasi. Untuk media luar seperti baliho masih

digunakan oleh Polres Kota Baubau.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
mengimplementasikan keterbukaan informasi. Karena harus memiliki staf yang
cukup untuk menerapkan kebijakan dan fasilitas yang sesuai.

Sumber daya yang tersedia sebagai salah satu penunjang di Polres Kota
Baubau dapat dilihat dari pendapat responden berikut oleh AIPDA. Jumadil
Hadis, S.H:

“kalau untuk sumber daya sendiri kita di polres baubau juga ini ee tidak
dinamis ya di karnakan kalau suda personelnya suda di tempatkan 6 bulan
kemudian di pindahkan jadi tidak statis begitu tidak sampe misalkan saya sampe
pension tidak, ketika mungkin ada penyegaran penyegaran bisa saja di mutasi

jadi istialahnya untuk kemampuan kadang kadang juga tidak fokus pada satuan
saja untuk personel itu, inikan biasanya ada orang suda punya kemampuan di
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tempatkan di situ terus to kalau kita di sini kadang kadang sesuai kebutuhan
organisasi eee sumber daya itu bisa di pindahkan di mana saja di bidang bidang
yang lain jadi tidak tidak seperti yang saya bilang tadi tidak apa Namanya tidak
statis kadang kalau suda bisa tiba tiba pindah atauapun mungkin bermasalah.
kalu untuk sumberdaya untuk pengetahuanya sendri karna kita di humas ini ee di
luar ilmu kepolisian memang ada beberapa personel suda mengikuti pelatihan
pelatihan kehumasan jadi makanya untuk pengembangan personel sendiri melihat
dari kemampuan seseorang itu ketika dia suda mengikuti namun intu tadi ketika
sudaa mengikuti pelatihan kadang kadang langsung di pindahkan lagi jadi
begitu” (wawancar, 25 April 2020).

Pendapat lain juga disampaikan oleh IPTU. Abdul Rakhmad:

“kita sudah cukup kita sudah bisa membekap personel kita yang suda ada,
bisa membekap kegiatan-kegiatan yang berada di Polres baubau kekurangan sih
wajar namun Tentap Kita maksimalkan namanya kalau kekurangan kita nggak
mungkin bilang cukup dikasih apapun Ya bilangnya kekurangan itu Tapi kan
yang terpenting adaalah memaksimalkan apa yang sudah ada kan Demikian Ya
seperti apapun kita dikasih mobil yang masih minta pesawat misalnya contohnya
Tapi kita maksimalkan yang ada” (wawancara, 25 April 2022).

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwat penempatan personel itu tidak
satatis atau paling lama satu tahun. kekurangannya adalah terkadang ketika
personel yang baru ditempatkan enam bulan kemudian dipindahkan kesatuan
tugas lain, ini berdampak pada personel yang baru ditempatkan perlu
menyesuaikan diri kembali dengan cara kerja Humas. Adapun masalah
penempatan di atas ini tidak menjadi hambatan Humas, karena bisa mem-bachup
personel yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan
pelayanan publik.

Bamin PENMAS Agus Faisal juga menambah tentang kualifikasi sumber
daya manusia pada bagian:

“sumberdaya ini terkait humas salah satunya adalah sumber daya manusia
sudah memadai cuman sebagai manusia dengan sebagai situasi sekarang yang
berkembang terus di zaman otomatis tentunya hal-halkan berkembang terus
misalnya mungkin ya. Ya masalah peralatan masalah hal-hal teknis Harusnya
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kita ya ada pelatihan di sekolah kan begitu ya harus ada ada pelatihan, tapi kita
juga ada juga dari Polda termasuk baru-baru ini kita juga melaksanakan
pelatihan pembuatan Meme, pembuatan narasi, pembuatan video,namunpun
demikian kita berusaha untuk memaksimalkan yang sudah ada kan tidak mungkin
kita menyerah begitu saja ya sumberdayanya kita berusaha memaksimalkan yang
ada di seksi humas baik peralatannya, sarananya sudah limayan ya Kkita
maksimalkan yang ada lah begitu” (wawancara, 25 April 2022).

Jelas dari pernyataan di atas bahwa staf harus memiliki kompetensi untuk
melakukan keterbukaan informasi publik, termaksuk untuk menggunakan situs
web, media social, dan perangkat teknologi lainya seperti kamera, computer, dll.
Dalam meningkatkan keahlian personel kepolisian maka di lakukanlah pelatihan
Kehumasan yang dilakukan oleh Polda Sultra. Pelatihan yang dilakukan adalah
dalam pembuatan meme, pembuatan narasi, dan pembuatan video. dengan
melakukan ini, hambatan lebih lanjut untuk menginformasika publik secara teratur
akan dihapus. Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti, personel telah
memiliki keahlian tersebut karena setiap harinya Humas Polres Kota Baubau
dapat menyebarkan luaskan informasi publik melalui facebook, Instagram, twiter
dil.

Peneliti juga menayakan mengenai jumlah petugas yang ada di Humas
Polres Baubau:

“anggota saat ini untuk huamas terdiri dari kasi humas satu, kasubsi PIDM
satu, ee dua bintara kehumasan jadi 4 harusnya dalam organisasi struktur
organisasi ada 5 kasi humas, kasubsi PIDM, kasubsi penmas, 2 bintara
kehumasan bamin istilahnya bintara administrasi” (wawancara, 25 April 2022).

Dari pernyataan dilihat bahwa jumlah yang bertugas berjumlah empat

petugas dan ada beberapa peran yang dilakukan di Humas Polres Kota Baubau
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diantaranya: pertama Kepala seksi Humas bertugas membantu Kapolres dalam
mengelola kehumasan dilingkungan Polres dalam berkoordinasi dalam internal
maupun eksternal yaitu mengumpulkan data-data yang ingin disampaikan kepada
Kapolres ataupun yang akan keluar ke media. kedua kepala sub seksi pengelola
informasi  dokumentasi dan multimedia bertugas mengumpulkan informasi-
informasi baik berupa dokumentasi maupun pembuatan produk-produk kreatif
yang ingin disajikan kepada masyarakat melalui media sosial ataupun online
media. Ketiga kepala sub seksi penerangan masyarakat bertugas mengumpulkan
data-data untuk disajikan kepada masyaarakat dalam bentuk pemberitaan baik itu

dalam konferensi pers, siaran pers.

c. Disposisi
Faktor penting lainnya dalam implementasi kebijakan adalah sikap atau

disposisi pelaksana karena mereka tidak hanya harus memahami apa yang harus
dilakukan tetapi juga harus memiliki motifasi untuk melaksanakannya.

Berikut ini pendapat dari AIPTU. Abdul Rakhmad mengatakan sebagai
berikut:

“bawahan kita harus watak dan karakteristik yang bertanggung jawab,
loyalitas dan respek dalam menjalankan tugas tentunyanya semuanya Demi
kemajuan institusi Polri khususnya Polres bau-bau supaya bisa kita sukses bisa
berjalan dengan baik saya kira begitu”

Dilihat dari pernyataan di atas bahwa karakter serta watak dari implemetor
telah memiliki sikap, tanggung jawab serta loyalitas demi kemajuan Polres
Baubau dan Polri secara umum supaya bisa sukses berjalan dengan baik.

Sikap implementor yang berada di Polres kota Baubau dapat dilihat dari

pendapat responden berikut ini AIPDA. Jumadil Hadis, S.H:
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“untuk karakteristik ee karna kita ini istilahnya di bidang kehumasan ini ya
itu kalu berbicaa watak kita harus tanggung jawab untuk bekerja, kalau di bilang
watak sama karakter ya yang masuk dalam humas harusnya bisa mensuport diri
masing -masing dan mampu mampu bekerja sama begitu” (wawancara, 25 April
2022).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jelas bahwa personel memiliki
beberapa sikap dalam melaksanakan keterbukaan informasi public yaitu: sikap
tanggung jawab, mampu mengembangkan diri sendiri dan anggota, dan sikap
dapat bekerja sama bukan hanya dengan internal kpolisian tetapi juga dengan
instansi lain.

Pendapat juga di sampaikan oleh Agus Faisal selaku Bamin PENMAS.

“Dalam menjalankan tugas kita harus memiliki sikap yang baik serta dapat
bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain di luar kepolisian maka dari itu sikap
tanggung jawab serta sikap loyalitas harus dijunjung tinggi”

Dari pendapat di atas ini dapat kita lihat bahwa sikap tanggumg jawap dan

dan loyalitas harus selalu dijunjung tinggi oleh setia persolel yang bertugas.

d. Struktur Birokrasi
birokrasi adalah suatu sistem manajemen yang dijalankan secara hirarki

serta bejenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung
jawabnya dalam suatu jabatan oleh publik atau instansi pemerintah sesuai dengan
pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku.

Struktur birokrasi yang dijalankan sebagai salah satu penunjang di Polres
Kota Baubau dapat dilihat dari pendapat responden berikut oleh AIPDA. Jumadil
Hadis, S.H:

“Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas, Polres Bau Bau dalam hal ini
Seksi Humas Polres Bau Bau memiliki program dalam membangun Komunikasi sehingga
tercipta Kepercayaan Publik yang tentunya sudah memliki SOP (Standar Operasional
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Prosedur)” (wawancara, 25 April 2022).

Dari  pernyatan di atas dapat disimpulkan  bahwa  untuk
mengimplementasikan hal-hal tersebut seksi Humas telah memiliki program
dalam membangun komunikasi sehingga terciptanya kepercayaan publik yang
tentunya telah memiliki SOP.

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Agus Faisal

“untuk polres baubau saat untuk keterbukaan informasi sudah sangat
terbuka sekali yang penting bahwa kita telah bekerja sesuai dengan SOP yang
telah di buat demi menjamin kinerja” (wawancara, 22 Juni 2022).

Dilihat dari pendapat di atas bahwa Petugas menjalankan SOP yang sudah
dirancang Humas Polres Kota Baubau. SOP dijadikan petugas sebagai pedoman
tambahan untuk menegakan kebijakan ketrbukaan informasi publik menyusul
disahkanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik.

Peneliti juga menyakan ke informan mengenai koordinasi dengan badan

publik lain, IPTU. Abdul Rakhmad berpendapat bahwa:

“Oh, ya ya ya salah satunya nih hari ini rekan-rekan media ini ada sama
kita aaada yang dari inews tv, dari Kompas artinya untuk kerjasama dengan
instansi utamanya juga yang sangat terkait sama humas kehumasan otomatis
media ya kita sangat sangat bagus sekali kita juga punya komunitas grup hal-hal
yang bersifat Informasi apa kita bisa share di sana mereka juga bisa sesuai
bidang tugasnya mereka masing-masing ya kita mereka juga sangat sangat
merespon. sangat Baiklah Saya kirapun rasa cukup bagus baik mungkin internal
maupun eksternal saya kira sangat cukup baiklah” (wawancara, 25 April 2022).

Dilihat dari pendapat di atas bahwa tidak hanya SOP, tetapi Humas
melakukan koordinasi dengan bidang-bidang internal yang ada di Polres Kota

Baubau tentang kebutuhan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat,
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berkoordinasi dengan wartawan, dan menggunakan layanan-layanan media sosial
untuk sosialisasi terkait informasi publik seperti cara pembuatan SKCK,

perkembangan kasus dan vaksinasi masal.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota
Baubau
Dari hasil penilitian yang ada menengenai pelaksanaan implementasi
keterbukaan informasi yang dijalankan di Polres Kota Baubau:

Pertama dari segi komunikasi, Metode komunikasi yang dilakukan pembuat
kebijakan dengan personel kepolisian selaku implementor adalah dengan langsung
dari Kapolres kepada Kasi Humas yang terjalin dua arah baik dari pimpinan ke
bawahan maupun bawahan ke pimpinan agar kebijakan dan tugas-tugas bisa
berjalan dengan baik. Terjalinnya komunikasi dua arah sehingga bawahan
memiliki sikap loyalitas dan rasa hormat terhadap pimpinan begitupun pimpinan
bisa memahami apa yang dari bawahan yang tentunya demi kemajuan institusi

Polri khususnya Polres Baubau.

Humas menggunakan komunikasi langsung selain lewat media. Personel
Humas dan masyarakat berkomunikasi langsung terkait proses penanganan atau
perkembangan kasus, informasi-informasi pelayanan SKCK (Surat Keterangan
Catatan Kriminal), pelayanan SIM (Surat ljin Mengemudi), dan yang lainnya,
sehingga dapat diketahui publik lebih jelas dan transparan dengan tujuan agar
mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Ini dianggap dapat

memberikan solusi tentang kepuasan terhadap masyarakat Kota Baubau yang
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merasa belum puas dengan informasi yang didapatkan lewat media. Pemilihan
media didasari pada audiens. Dengan menggunakan media sosial dan media
massa diharapkan dapat mencapai audiens sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang
masyarakat cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi.
Untuk media luar seperti baliho masih digunakan oleh Polres Kota Baubau.

Terakhir komunikasi yang dilakukan Humas Polres Kota Baubau dengan
wartawan. Disini petugas melakukan salahsatu tugas dan fungsi Humas yaitu
media relation. Komunkasi dijalin secara personal dengan cara berteman dengan
wartawan, membuat whattsapp group sebagai sarana berkomunikasi dengan
wartawan atau mengundang langsung untuk mengikuti konferensi pers untuk
menyebarluaskan informasi publik.

Dilihat Secara keseluruhan, faktor komunikasi telah berjalan dengan baik
dalam keterbukaan informasi publik oleh Polres Kota Baubau. Ini karena
komunikasi terlah terjalin baik antara pimpinan pembuat kebijakan dan bawahan
sebagai implementor, serta komunikasi langsung yang terjalin dengan masyarakat
baik secara tatap muka maupun perantaraan media. Menurut teori Implementasi
Kebijakan Edwads IlI, inilah mengapa keterbukaan informasi telah dilaksanakan,
yang telah memenuhi tuntutan komunikasi dan menhasilkan implementasi
kebijakan yang sukses.

Kedua sumberdaya yang dimiliki oleh Humas Polres Kota Baubau sudah
sangat baik dimana personel bekerja sesuai bidangnya masing-masing
diantaranya: Kepala seksi Humas bertugas membantu Kapolres dalam mengelola

kehumasan dilingkungan Polres dalam berkoordinasi dalam internal maupun
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eksternal yaitu mengumpulkan data-data yang ingin disampaikan kepada Kapolres
ataupun yang akan keluar ke media. Kepala sub seksi pengelola informasi
dokumentasi dan multimedia bertugas mengumpulkan informasi-informasi baik
berupa dokumentasi maupun pembuatan produk-produk Kkreatif yang ingin
disajikan kepada masyarakat melalui media sosial ataupun online media. Kepala
sub seksi penerangan masyarakat bertugas mengumpulkan data-data untuk
disajikan kepada masyaarakat dalam bentuk pemberitaan baik itu dalam
konferensi pers, siaran pers, press release itu adalah bagian dari tugas Penmas.
Keempat Bamin atau Bintara Administrasi adalah sebagai tata laksana & urusan
Humas yang mengatur Adminitrasi Umum

Selain permasalahan kurangnya jumlah staf dan mengenai waktu
pemindahan serta penempatan yang relatif cepat, fasilitas penunjang dalam
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik juga sudah sepenuhnya
memadai. Personel telah memiliki kamera profesional sebagai alat dokumentasi
yang kemudian bisa mendokumentasikn kegiatan yang berlangsung dijajaran
Polres Kota Baubau. Bangunan seperti Gedung di Polres Kota Baubau cukup
memadai, Fasilitas lainnya seperti printer dan juga komputer sudah terpenuhi
dengan cukup dalam menunjang Humas dalam mengimplementasikan
keterbukaan informasi publik. Pada setiap meja kerja petugas, sudah difasilitasi
dengan masing-masing komputer dan juga masing-masing printer.

Secara keseluruhan, faktor sumber daya sudah terpenuhi dengan baik dalam
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik oleh seksi Humas. Ini karena

Personel memiliki loyalitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam
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menjalankan tugas dan juga fasilitas yang menunjang kinerja mereka. Untuk itu
menurut teori implementasi kebijakan Edward Ill, pelaksanaan bijakan yang
dilakukan Humas Polres Kota Baubau telah berhasil karena faktor sumberdaya
yang diperlukan telah tersedia.

Ketiga disposisi atau sikap yang dimiliki oleh personel di Humas Polres
Kota Baubau, Pertama, sikap tanggung jawab dengan berusaha mematuhi aturan
untuk berbagi informasi publik. Hal ini agar petugas dapat memaksimalkan
kinerja, yang diharapkan ketika mengikuti aturan. Ini dilakukan dengan staf yang
terbuka untuk menerima komentar dan rekomendasi yang dibuat oleh pengunjung
website. Selama pertanyaan tersebut masih dalam jangkauan Kkinerja dan
kewenangannya, personel berusaha menanggapi pertanyaan yang diposting oleh
masyarakat Kota Baubau di akun Media social facebook. salah satu ciri sikap
akuntabilitas personel adalah performans review. Adanya evaluasi akan
meningkatkan Kkinerja polisi. Personel mengetahui kinerja apa yang perlu
diperbaiki dan kinerja apa yang perlu ditingkatkan, itulah sebabnya mengapa
demikian. Kedua, mampu mengembangkan diri sendiri dan anggota untuk lebih
baik lagi dan mampu dalam bekerja. Ketiga, petugas tidak hanya berkeja sama
dengan seksi-seksi yang ada di Polres kota Baubau, dengan wartawan dan media
lokal, tetapi juga dengan badan publik yang ada di Pemerintahan Kota Baubau
Lainya. Dokumentasi merupakan metode kerja sama yang digunakan karena
adanya kebutuhan akan data atau informasi dan karena sala satu tanggung jawab
Humas Polres kota Baubau menyiapkan data yang berkaitan dengan operasional

Polres kota Baubau dan Kapolres kota Baubau.
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Dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik dilaksanakan
dengan sikap posistif dan baik oleh pelaksana. Seperti dikemukakan oleh Edward
I1l, sikap kecenderungan atau keinginan yang dimiliki implementor dalam
menjalankan suatu kebijakan harus mampu menunjang terjadinya implementasi
kebijakan yang baik. Sikap berupaya menaati peraturan, saling mendukung antara
pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor
merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi
keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

Keempat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Humas Polres Kota
Baubau memiliki standar oprasional prosedur atau SOP. Adapun SOP adalah
sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi Publik.

1. Membangun komunikasi dengan insan media melalui kegiatan
Wawancara, Door Stop System ataupun melalui Konferensi Pers / Siaran
Pers terkait kegiatan-kegiatan di lingkungan Polres maupun hasil ungkap
kasus yang ditangani

2. Penyediaan sarana media center sebagai pusat informasi bagi pemohon
informasi publik baik media maupun masyarakat.

3. Penyampian informasi melalui Platform-platform media sosial (Facebook,
Instagram, Twiter dan Youtobe) dalam rangka memberikan informasi
dalam bentuk konten-konten digital yang mudah diakses oleh masyarakat
pengguna internet.

4. Membuka Layanan Pengaduan dan layanan Chat Platform-platform
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media sosial (Facebook, Instagram, Twiter dan Youtobe) bagi masyarakat

yang ingin melaporkan atau mengadukan sesuatu yang berhubungan

dengan Kamtibmas yang terakses selama 24 jam.

Secara keseluruhan, komponen struktur birokrasi dalam pelaksanaan KIP
telah berjalan dengan sangat baik berkat SOP yang dijalankan oleh pelaksana dan
juga kerja sama yang berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan ketrbukaan
informasi publik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Edward Il bahwa SOP
diperlukan sebagai salah satu aturan untuk memberlakukan suatu kebijakan.
Selain itu, koordinasi juga diperlukan karena badan publik terkadang mendapat
tekanan dari luar struktur birokrasi untuk mengatsi hal ini, pelaksana harus

bekerja sama dengan pihak terkait.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menggunakan teori Implementasi

Kebijakan, yang mempertimbagkan Empat faktor, komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kesimpulan dapat dibuat sebagai
berikut. komunikasi antar pembuat kebijakan dan pelaksana sudah berjalan cukup
baik, begitupun dengan Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Meskipun
demikian walaupun ada kekurangan di bagian sumber daya dimana personil yang
bertugas di Humas dan juga masalah mengenai penempatan personel yang tidak
tetap namun petugas telah memaksimalkan tugasnya. Semua itu bisa di lihat dari

selalu update-nya informasi pada media sosial yang dikelola.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penilitian
untuk mengetahui Implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau:

1. Mutasi atau pemindahan personel harusnya bisa lebih lama karena
personel yang baru masih menyesuaikan dengan tempat penugasanya
khususnya di bagian Humas Polres Kota Baubau.

2. Pada penempatan personel harus sesuai dengan kebutuhan sumber daya
agar dapat menunjang kinerja yang lebih maksimal.

3. Diberikan pelatihan-pelatihan kepada personel kepolisian sesuai dengan

sumbe daya yang di butuhkan dalam sebuah satuan kerja.
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Waktu Wawancara : 20 Menit
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2. Data Informan

Nama Informan

Jenis Kelamin

Usia

Pendidikan Terkhir

Pekerjaan

Agama

3. Pertanyaan Wawancara

1.

Bagaimana mendorong pelaksanaan Implementasi keterbukaan
informasi di Polres Kota Baubau?

Bagaimana komunikasi yang terjalin di polres kota baubau
Bagaimana Sumber daya dalam hal ini jumlah staf yang di miliki
humas polres kota Baubau apakah suda cukup atau belum dan
bagaimana dari segi keahlian dari para stafnya?

bagaimana sikap yang dimiliki oleh para implementor/staf?
Bagaimana struktur birokrasi dalam hal ini koordinasi yang dijalankan
oleh humas polres dengan badan publik lainya ataupun dengan pihak
eksterna?

Berapa jumlah personel yang bertugas di humas?

Media social yang di gunakan?

Untuk pemanfaatan media social itu seperti apa?
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